BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan di atas terdapat simpulan sebagai berikut :

1) Dasar Gugatan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden

yang diajukan oleh Almas Tsagibbirru dalam Perkara Nomor 90/PUU-

XX1/2023 yaitu:

a.

b.

Adanya diskriminasi usia

Tidak menghalangi hak-hak konstitusional individu yang memenuhi

syarat
Pejabat publik tidak boleh terhambat oleh ketidakpastian usia

Seseorang yang telah terpilih dan menjabat dalam periode eksekutif

sebelumnya telah terbukti dan berpengalaman dalam memimpin.

Terciderainya satu golongan kelompok umur yang seharusnya

diberikan kesempatan yang sama

Gibran Rakabuming Raka, telah menunjukkan prestasi signifikan
dalam pemerintahan semasa menjabat di Walikota Surakarta periode

2020-2025

Kewenangan pengaturan pembatasan usia untuk menjabat Presiden
maupun Wakil Presiden tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya
merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-

undang (opened legal policy)



2) Dalam memutus perkara tersebut terdapat 3 bagian Hakim dengan
pertimbangan hakim:

a. Pertimbangan Hakim Mayoritas: Untuk memberikan kesempatan
seluas-luasnya kepada generasi muda atau generasi milenial dalam
kontestasi pemilu sebagai calon presiden atau wakil presiden,
sebaiknya batas usia tidak dipahami secara tunggal.

b. Pertimbangan Hakim dengan Alasan Berbeda (Concurring Opinion):
Pengalaman sebagai kepala daerah dapat menjadi indikator penting
dalam menilai kelayakan seorang calon untuk menduduki jabatan
Presiden dan Wakil Presiden, mengingat pengalaman tersebut
mencerminkan kemampuan dalam mengelola pemerintahan dan
menyelesaikan tugas-tugas strategis di tingkat daerah.

b. Pertimbangan Hakim dengan Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion):
Mahkamah diharapkan tidak terlalu aktif dalam mengubah norma yang
telah ditetapkan oleh legislator, melainkan lebih fokus pada penerapan
prinsip kehati-hatian dalam memberikan keputusan yang berdampak

signifikan pada sistem konstitusi dan kebijakan yang ada.
B. Saran

1. Agar lebih menyeluruh melibatkan generasi muda, Mahkamah dapat
merekomendasikan revisi Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk
menyertakan opsi kualifikasi pengalaman, bukan hanya usia, dalam

syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

2. Perlu dilakukan keselarasan antara rancangan undang-undang yang

dibuat oleh DPR dengan UUD 1945. Tujuannya adalah untuk



3.

mengurangi  permohonan  judicial review kepada Mahkamah
Konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang yang dibuat sesuai

dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.

Agar Mahkamah Konstitusi lebih mempertimbangkan kemungkinan
bahwa perubahan batas usia dapat menyebabkan ketidakstabilan politik.
Perubahan batas usia dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuatan
dalam politik, baik dengan memberi keuntungan yang tidak proporsional

kepada kelompok usia tertentu atau memperlemah posisi kelompok lain.
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